SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPURLIK INDONES[A
NOMOR 1Y /MPR.C/RL/ 2010

TERTANG

[ZIN SATUAN PENDIDIKAN {ERIJASAMA PENYELENGGARAAN

SD TUNAS BANGSEA DI KU3U RAYA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPLUBLIK INDONESIA,

Menimbang

Mengingat

4,

baliwa berdasarlean Peraturan Menteri Pendidikan dan
Hebudavaan Repablik lndonesia No.o 31 Tahun 2014, perlu
memberikan 121 satlian pendidikan kerjasama
nenyelenggarsan di wilayah kesatan Republik Indencsia,
bahwa berdasarkan basil telaahan berkas permechonan izin
perubahan stztus dan/atan nama sekolah 5D Tunas
Bangsa di Kuobu MRayva dan Yayvasan Harapan Bersama
Pontianalk MNomor 076/3.Per/SDTE/XI2014 Tanggal 20
Desember 2014, sekolah  fersehit telah  maemenuhi
persvaratan  yang  ditetapkan untuk menjadi | satuan
pendidikan kerasama;

hahwa berdasarkan butlir a dan b, perlu diterbitkan
Keputusan Menwen Pendidikan dsn Kebudayaan tentang
Pember.an [zin Satuan Fendidikan Kerjasama
Penyelenggaraan S0 Tunas Bangsa di Kubu Raya,

Undang-undarny Numor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendih<an Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

tahun 2002 nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indunesia nomor 42011

Peraturan Pemerintab Nomeor 19 tabun 2005 tentang
Standar Nasiwnal Pendidikan sebagaimana telah diubah
dengan  Peraturan Pemerintah Nomer 22 tahun 2013
tenilarg perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19
tehuan 2003;

Peraturan Pemeriniah Nomor 17 Tahun 2000 teniang
Pengelolaan dan Penyelengsarann Penedidikan sebagaimans
telab  diubal denpan PPzraturan Pemerintall Noinor 66

Tahun 2010 teniang Perubahar atas Peraturan Pemerintah

Nomor 17 Tahun 2010

Keputusan Presiden Nomor 7Y8/M Tahun 2013 tentang
Pengangleatan  Direktur  Jenderal  Pendidikan  Dasar
Kementerian Perdidikan dan Kebudayaan,

Peraturzn Menter. Pendidikan dan Kesudayaan Nomor 31
Tahun 2014 tentang Xerjg Sama Penyelenggaraan dan
Pengelolaan Pendidiken oleh Lembaga Pendidikan Asing
dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;



Menetapkan :

KIESATU

KEDUA

6. Kepuatusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
271/P Tahun 2014 tentang Pemberian Kuasa Kepada
Dhrekiur Jenderal Peadidikan Anale Usig [xni, Non Formal,
dan Informal, Dircktur .Jenderal Pendidikan Dasar can
Direktur  Jenderal  Pendidikan Menengah  untuk
Menandatangeni Keputusan Pemoerian  Izin  Kerjasama
Fenyelcnggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga
Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN MENTIER! TENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TENTANG IZIN SATUAN PEENDIDIKAN KERJASAMA
FENYELENGGARAAN DBAGI S8 TUNAS BANGSA DI KUBU
RAYA

Menctapkan izn psrnibahan status dan Jatau nama kepada
Sekolah:

&. Nama » 3D Tunas Bangsa

b, Status : Beckolah Swasta Nasional

c. Alamat o JLArter! Km. 2, Kabupaten Kuabu Raya

d. Yayasan ! Yayvasan Harapan Bersama Pontianalk

. Alarnal oWl Merdeka No. 372, Pontianak, Kalimantan
Barat

menjadi sekolah:

#. Mama ! 8D Tunas Bangsa
b. Status  : Satean Pendidikan Kerjasama (SPK]
Penyelenggaraan.
C. Alamat : JI Arterl Km. 2, Kalbupaten Kubu Raya
. Yayasar @ Yayassn Harapan Hersama Pontianak
e, Alamat : Jl Mordeka No. 372, Pontianak, Kalimantzn
Barat

Apabila  tejudi  pelanpgaran terhadap  ketentuan-ketentuan
Kerja Sama Penyelenggaraan dun Pengelolean Pendidikan oleh
Lembaga Pendidikan Asing denpan Lernbaga Pendidikan di
Indonesia  sebagaimana  diatur  pada  Peraturan  Menved
Pendidikan dan Kebudaysan Nemor 31 Tahun 20104 dan
Peraturan  Dirckiur  Jenderal  %:ndidikan Dasar Nomor
LOS/CHN/2014, pemncran izin sebagaimana dimaksud pada
diktum “KEBATU" akan siproses scsuai dengan  ketenluan
peraturan perundang -undangan.



KETIGA ; Keputusan Menderi ini berlaku  selama 6 (enam] tabun
terhitung mulai tanggal diletapgan.

Ditctapkan di Jakarta
pada tanggal 16 .Jarnari 2015

MENTERI FENIHDIKAN DAN KEBUDAYAAN
anb.,
DIREKTI JENDERAL PRNDIDIKAN DASAR,

TTT:.

HAMID MUHAMMAD
NIP.1923905121983111001

Salinan Keourusan ini disampaikan kepada:

Menteri Pendidikan dan Kebudayaar;

Sekreturis Jenderal Kemandikbudd;

Inspektur Jenderal Kemendikbud;

Dhrelktur Pembinaan SD;

Kepala Dinas Pendidikar Provinsi Kalimantan Barat,
£, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kubu Raya;

. Yayasan Ilarapun Bersama Pontianak,

A

=]

a-



BUPATI PORNTIANAK

BUPATI PONTIANAK
NOMOR 282 TAHIN 2001
TENTANG
PEMRBERIAN PERSETUJUAN PENDIRIAN
SFKOLAH DASAR SWASTA

BUPATI PONTIANAK,

: & bhahwa bendasarkan Swvrat Penmmohonan Yavaean Harapan Bersama
Nomor G8FAOXTK-SINSM/YHO/Z001, tanggai 7 Sepiomber 2001,
dipendang perle  merealisacilesn  permohoman  tersebm  guma
memberikan peran serfy masyarakat dalam memperinas kesempatim
mempereleh pendidikan

b bahwa dengman  memperhatikan  kondisi | daesah  dan  tingket
masih dimneiinkan adamys tzmbahan sekolsh ik jems dim

<. babwa Yayssan / Badan Ponvelenpgoran Sekolah Swasia
sebagaimana  dimakewd dalam homf 2 diatas ielak memenuhi
persyasatan adminisras unmk memperoich izin pendirian |

d. bahwa wnnek malksud tereehit diatas perly ditefapkan dalam suate
Keprtusan

1l Undanp - usdang Momor 27 Tabun 1959 tentang Fenetapan
Undang - undang Darurat Nomos 3 Talum 1953 entang
Pembentukan Daerah Tinglat 11 & Kalimantan {$embaran Negara
Tahun 1953 Nomor ¥} schagai Undang - vadang {Lembaran Negara
Tahm 1959 Nomor 72, Tambahan Lemabaran Negara Nomor
1820,

2. Undang - vndang Nomor 2 Tebim 1989 fentang Sictem Pendidtkan
Nasioaa! {Lembaran MNegara Talmm 1989 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Nepara Nomor 3371},



FERTAMA

KEDIA

3. Undag - undeng Nomor 22 Tshun 1999 femtang Pemerimtaban
Dasrah {Lembaran Negara Tahur 1999 Nomor 43, Tambahan
Lembraran Meyara Nomor 38359}

4, Undang - undang Momor 25 Tahun 1559 ientang Perimbanpan
Kcuangan antars Pemesiniah Posat dan Daerzh (Lembaran Neogama
Talren 1999 Nomer 72, Tambahas Lembarmn Megara Momor 38407,

5. Perateran Pemerintab Nomor 25 Tahan 2000 tentang Kewenangan
{Lzmbaran Nepara Tebun 2000 Nomor $4, Tambahan embamn
Negara Normor 3952},

6. Peramwan Pemerintah Nomor 84 Tabim 2000 isatang Pedomam
Organisasi Perangkat Daerab (Lembaren Negara Tahun 2000
Nomor 165):

7. Kepotsson Presidem Nomor 44 Tahim 1999 tentang Tekmik
Pegyusunan Porabkan PaUndang - undasgan din  Benhik
Rancaagen Vndang - undang, Rencasgan Poraniaa Pemerintah dan
Rancangail Xepitussn Presiden (Lemtbaran Wegara  Tahum 1359
Nomar 70);

% Peraturen Daerah Womor 4 Talwm 200! temtapg bSusunan
Organinas Yeranphkat Dacrah dan Sckretaiol Dewan Perwekilan
Rakyat Daesh (DPRL) Kebupaite Pooiiansk (iembaran Daerah
Tahun 2601 Nomer G5}

Memdorkan Peretujoan kopada Yayasen Higpon Basemz mutok

Pendirian dan 1zin Cperasional Sekolsh Dasar Swasia

Yayasan f Badan Penyelenggara Sekolah Swasia sehagatmana tersebut

dalam Dildom Pertoma wajib melaksanaban vfeatuan sebagai ekt -

2 ‘Menbina dan mengelola Sekojah yang dizsuluya;

b. Melaksanakan Pendidiken bertamskm Sisiom Pandidiken Hasioml
dengan mengeunakan Kvixuium yang diwtapkan dap atau disahkan
oleh Departemen Feadidian Magional,



KEETIGA

- REEMPAT

c. Memtaati scgala ketemmuan Peratmuran PerUndang - nndangan yang

i Techadap Sekolak - seialah yaog mepdapat Izin Pendinian dan
wmmmmsgm)TMﬁdﬁa&m
membebankan Pemerintah Daerah sejak tanggal  ditetapkannya
Keputusan ing;

Sckolah - sekolah yang diberikan Izin Penditian dan Operasional

tersebut apabils menyimpanyg atan tidak meniaali keteotuan - ketenfian

Dperaai&nal%ekﬁlahmherﬂnghmnﬂmndi&ﬂjaukﬁnhﬂiﬂmw

kammghnanalmndzmbm

s Kﬁpuhlsan i mulal berlaku sejek fanpeal ditctapkansyz denpan

keterrtzan apshila dikermdiag hari terayaia terdapat kekelineen dalam
pencizpan i akan diadakan perbarkan sebagprimana mestomys.

Dnlmpkand: Mempawnb
e 16- 2 — 2001
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